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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
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Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak
sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi hukum
pembentukannya sehingga perhu direvisi,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

' pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43353);

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2967);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Wilayah
Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah

Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2967};

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati {I Binjai,
Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban_
Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Pengumuman dan Pengalihan Barang Milik /
Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintak Daerah dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609); Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 46535);

Keputusan Keputusan Presidan Nomor 13 Tahun
1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 81 Tahun 1982: |
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang
Tata Cara Penjualan Rumah Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Rarang
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode
Barang Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun

2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Yang Dipisahkan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerga
Pemerintah Daerah sebagaimana Telah diubah denga
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

29. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasl Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 1};

30. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 4});

31.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3});

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menetapkan :

dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 28
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007
Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus
2. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah, schingga
berbunyi sebagai berikut :

13. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah
Kepala SKPD yang membidangi Aset Daerah
sebagai Pejabat yang berwenang dan bertanggung
ja?vab melakukan Koordinasi Pengelola Barang
Milik Daerah,

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ dihapus dan ayat
(7} diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 5

(1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah berwenang dan
bertanggungjawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Bupati selaku Pemegang Keku‘asa_a.n Pengelolaan
Barang Milik Daerah mempunyal wewenang; -
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik

daerah;

b.Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan; -

c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik
daerah;

d. Mengajukan usul pemindahtanganan ba{'ang
milik daerah yang memerlukan persetujuan
DPRD;

e. Menyetujui usul  pemindahtanganan  dan
penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas
kewenangannya,

f. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

(3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah sesuai dengan fungsinya
dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah;

b. Kepala SKPD yang membidangi Aset Daerah;

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. Penyimpan Barang;

e. Pengurus Barang;

{4} Sekretaris Dacrah sebagai Pengelola Barang Milik
Daerah.

(5} Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah berwenang dan bertanggungjawab:

a, Menetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan Barang Milik Daerah;

b.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
barang milik daerah;

c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan,
penghapusan, dan pemindahtangenan barang
milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan
DPRD;

e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi barang milik daerah;

f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah.

(6) Kepala SKPD yang membidangi Aset Daerah
sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan
Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD)
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada
setiap SKPD,

(7) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik
daerah, berwenang dan bertanggungjawab atas :



a. Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati
Langkat melatui Pengelola Barang;

b.Mengajukan permohonan penetapan status
untuk penguasaan dan penggunaan barang milik
daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolchan lainnya yang sah kepada Bupati
Langkat melalui Pengelola Barang;

c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. Menggunakan barang milik dacrah yang berada
dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya;

e. Mengamankan dan memelihara barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan
barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati Langkat melalui
Pengelola Barang;

g. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang
tidak  dimanfaatkan untuk  kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya kepada Bupati Langkat
melalui Pengelola Barang;

h.Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya;

i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan {LBPT) yang berada
dalam penguasaannya kepada pengelola melalui
Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah:;

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

{1) Panitia  Pemeriksa Barang Milik  Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan
menyaksikan barang yang diserahkan sesuai
dcn_gan persyaratan yang tertera pada Surat
Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian
dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan
SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pengeluaran/penyaluran  barang daerah oleh
Pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat
Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untl-lk
barang-barang inventaris disertai dengan berita
acara serah terima dari atasan langsung yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD. )

(2) Setiap tahun anggaran, Kepala SKPD wa_]_1b
melaporkan stock atau sisa barang kepada Bupati.

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Barang Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau
bangunan maupun selain tanah dan/atau
bangunan, dapat dipinjampakaikan  untuk
kepentingan penyelenggatraan pemerintahan
daerah.

(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan maupun selain tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persettjuan Kepala Daerah.

(3) Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan tidak
merubah status kepemilikan barang daerah.

{4) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah
paling lama 2 {dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan
surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. Jenis, luas atau jumlah barang yang
dipinjamkan

c. Jangka waktu;

d. Tanggung jawab peminjam atas biaya
operasional dan pemeliharaan sclama jangka
waktu peminjaman;

e. Persyaratan lain yang dianggap perlu;

10. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) diubah, schingga Pasal 49
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan
atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan dapat
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melibatkan Penilai independent bersertifikat
dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah. _

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi
menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.

(3) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan
atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan
oleh pengelola dan dapat melibatkan penilai
independent.

(4) Setiap Hasil penilaian barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Keputusan Bupati

Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal &7
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan yang
berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebith
dapat dihapus/dijual melalui Bidang Aset atau
pelelangan  terbatas yvang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Ketentuan pasal 80 ditambah 1 ayat menjadi ayat (4},
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan,
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat {2), ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5} diubah sehingga Pasal 81 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 81

(1) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan
barang milik daerah.

(2) Pengguna Barang meclakukan pemantauan dan
penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan
dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada
di bawah pengawasannya.

(3} Pelaksanaan pemantauan dan penertiban
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Pengguna.

(4) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan
dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2} dan ayat (3).



(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang
menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan

PASAL 1I
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30-12-2013

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA PITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20¢-12-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

S
H. INDRA SALAHUDIN




